
www.pataka.or.idEdisi II - Nov-Des 2016 1

EVENT NOV-DES 2016 

Kongres Nasional Peternak 
Rakyat, Seminar Arah 
Persaingan Usaha, Review 
Kebijakan Peternakan 2016

Sektor peternakan merupakan potensi domestik 
yang besar yang dimiliki oleh Indonesia. Hewan 
ternak di Indonesia tidak hanya sebagai komoditi 
yang diperjual belikan, tetapi merupakan budaya 
yang harus dilestarikan. 

Sebanyak 12 juta rumah tangga Indonesia 
menggantungkan hidupnya dalam sektor 
peternakan, namun Pemerintah sepertinya lupa 
bahwa pelaku usaha di bidang peternakan, baik itu 
peternak, integrator dan feedloter membutuhkan 
kepastian hukum yang melindungi usahanya. 
Selama ini ketidakpastian dan ketidakberpihakan 
merupakan persoalan klasik yang ada pada 
negeri ini, hal ini bisa menghambat pertumbuhan 
perekonomian yang berbasiskan peternakan. 

Edisi newsletter berikutnya akan berisikan informasi 
mengenai kegiatan Forum Diskusi Publik Bincang-
Bincang Agribisnis (FDP-BBA) ke-15 yang bertemakan 
“Implikasi Putusan MK Terhadap Importasi Zona 
Base dan Kelembagaannya”. Acara dilaksanakan 
pada Jumat, 24 Februari 2017, bertempat di Hotel 
Ibis Cawang Jakarta. Menghadirkan narasumber-
narasumber diantaranya Dr. Ir. E. Herman Khaeron, 
M.Si (Pimpinan Komisi IV DPR-RI), Oke Nurwan, 
Dipl., Ing (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 
Kemendag), drh. Fadjar Sumping, Ph.D (Direktorat 
Kesehatan Hewan Kementan), Dr. Ir. Agus Saifullah, 
M.Sc (Staf Ahli Perum BULOG), Ninik Hariwanti, 
S.H., LL.M (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-
undangan Kemenkumham), drg. R. Vensya Sitohang, 
M.Epid (Direktur Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes) dan 
Khudori (Pengamat Pertanian).
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17 ketua asosiasi berpose bersama pada acara 
Kongres Nasional Peternak Rakyat 2016, di 
Gedung Pewayangan, TMII (28-11-2016).

SUARA AKAR RUMPUT TANI INDONESIA (SUARA A.R.T.I.) MERUPAKAN RINGKASAN YANG BERISIKAN INFORMASI DARI BERBAGAI KEGIATAN 
YANG DILAKUKAN OLEH PROGRAM BBA - PUSAT KAJIAN PERTANIAN PANGAN & ADVOKASI (PATAKA).

Apabila Pemerintah cenderung abai, maka 
dikhawatirkan Indonesia akan kehilangan potensi 
domestik bidang peternakan dan bergantung 
sepenuhnya pada impor.

Melihat kondisi saat ini, BBA selama bulan 
November dan Desember telah menyelenggarakan 
sebanyak tiga program, diantaranya satu program 
forum orasi publik dan dua program seminar publik 
berbayar, ketiga program tersebut berkaitan dengan 
persoalaan pada sektor peternakan. BBA melakukan 
berbagai macam ruang publik, agar tidak hanya 
masyarakat peternakan saja yang aware terhadap 
persoalan peternakan, tetapi juga masyarakat 
umum melalui berbagai opini yang muncul di 
media massa. Sehingga masyarakat menjadi 

tercerahkan dan lebih kritis dalam menanggapi 
isu yang berkembang. 

Kongres Nasional Peternak Rakyat
Pada akhir bulan November tepatnya tanggal 
28, BBA telah berhasil menyelenggarakan 
Kongres Nasional Peternak yang bertemakan 
“Merakyatkan Peternakan Rakyat”. Kongres 
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peternak ini merupakan kongres nasional peternak 
pertama sepanjang sejarah Indonesia merdeka, 
yang diisi oleh para tokoh peternakan se-Indonesia 
yang mewakili dari 17 asosiasi peternak seluruh 
Indonesia. 

Acara ini dihadiri oleh sekitar 1500 peserta, yang 
berasal dari asosiasi peternak, peternak mandiri, 
instansi Pemerintahan dan umum. Tingginya 
animo masyarakat peternakan menunjukkan 
bahwa memang dalam sektor peternakan terjadi 
banyak permasalahan yang selama ini belum 
didaptkan solusimya, dan kongres ini merupakan 
sebagai media merumuskan aspirasi peternak, 
menunjukkan eksistensi peternak serta meminta 
komitmen keberpihakan Pemerintah terhadap 
peternak dalam pembangunan perekonomian dan 
agenda mewujudkan Nawacita. 

Ouput dari kegiatan kongres berupa Rumusan 
dan Rekomendasi hasil kongres yang berisi usulan 
program yang dihimpun dari orasi perwakilan 
masing masing asosiasi, yang disampaikan lansung 
kepada DPR RI dan KSP yang kemudian dilanjutkan 
kepada Presiden RI.

Selain rekomendasi program, terdapat hal lain 
yang disepakati oleh seluruh peserta kongres, 
yaitu dijadikannya tanggal 28 November menjadi 
Hari Peternak Nasional dan dibentuknya Dewan 
Peternak Nasional yang disingkat DEPERNAS, 
karena memang sampai saat ini, baik hari maupun 

Suasana kehangatan pada saat para orator menyampaikan gagasan 
dan pandangannya.

dewan peternak belum ada di Indonesia, oleh sebab 
itu seluruh asosiasi peserta kongres berinisiatif  
untuk menjadikan hari pelaksanaan kongres 
sebagai Hari Peternak Nasional dan momentum 
pembentukan Dewan Peternak Rakyat Nasional.

Euphoria yang ditunjukkan oleh peserta sangatlah 
tinggi, orasi yang diberikan perwakilan asosiasi pun 
dilakukan dengan penuh semangat dan berapi-api, 
menyatukan tujuan untuk pembangunan dan 
keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Rumusan hasil kongres diantaranya:
1. Pemerintah perlu memperhatikan eksistensi 

atau keberadaan peternak rakyat dengan 
menciptakan iklim yang kondusif agar usaha 
peternak rakyat dapat berkelanjutan dan 
berkembang

2. Pemerintah harus segera mencabut UU No. 
18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan jo. UU No 41/2014 tentang Perubahan 
ats UU No 18/2009.

3. Pemerintah segera menghentikan impor ternak 
atau produk ternak dari negara yang belum 
terbebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

4. Pemerintah harus segera menghentikan impor 
ternak atau ternak lainnya yang sebenarnya 
mampu diproduksi oleh peternak rakyat.

5. Pemerintah perlu segera menerbitkan berbagai 
payung hukum terkait dengan pengembangan 
peternakan sapi perah rakyat dan persusuan, 
serta perunggasan. 

6. Pemerintah harus memanfaatkan secara 
maksimal sumber daya genetik ternak asli 
Indonesia untuk mengurangi ketergantungan 
pada komoditas impor. 

Seminar Publik: Arah Perubahan 
Persaingan Usaha dan Review 
Kebijakan Peternakan 2016
Selama periode November Desember, BBA telah 
melaksanakan dua kali program seminar publik 
berbayar yaitu, seminar Arah Perubahan Persaingan 

Usaha dan Review Kebijakan Peternakan 2016.

1. Arah Perubahan Persaingan Usaha
Pada tanggal 30 November 2016, BBA melaksanakan 
seminar publik yang pertama yang bertemakan 
“Arah Perubahan Kebijakan Persaingan Usaha”.

Pelaksanaan seminar dilatar belakangi oleh adanya 
rancangan UU amandemen UU No. 5 Tahun 
1999, tuduhan kartel serta keinginan KPPU untuk 
penguatan kelembagaan melalui revisi UU No. 5, 
yang menimbulkan banyak pertanyaan dan sulit 
untuk dipahami oleh masyarakat awam sehinga 
diperlukan adanya seminar sebagai pencerahan 
bagi masyarakat. 

Narasumber yang hadir diantaranya, Prof. Ine 
Minara S Ruky (Guru Besar Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Ekonomi), H. Mukhamad 
Misbakhun, SE, MH (Anggota Badan Legislatif 
DPR RI), Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. (Pakar 
Hukum Acara Persaingan Usaha), Ir. Sutrisno 
Iwantono, MA, Ph.D (Ketua KPPU periode 2000-

2005), Hermawanto, S.H., M.H. (Pengamat 
Hukum), dan Krissantono (Ketua GPPU). 

Diskusi berlangsung sangat interaktif antara 
narasumber, host dan peserta. Kedatangan 
perwakilan DPR yaitu Mukhamad Misbakhun 
menjadi daya tarik tersendiri, banyak pertanyaan, 
keluhan serta tuntutan yang disampaikan oleh 
peserta kepada perwakilan rakyat tersebut.

Adapun hal yang mengemuka dalam diskusi 
antara lain, tujuan dilakukannya RUU amandemen 
adalah untuk mendorong KPPU menjadi lebih 
kuat dan kredibel, karena KPPU dianggap 
superbody disebabkan memiliki kewenangan 
berlebih yang mencemaskan pelaku usaha, 

Narasumber, Partisipan dan Moderator berkesempatan berpose pd 
akhir acara seminar.

Muhammad Misbakhun dalam memberikan narasi pencerahan.

Tekad para peternak kepada pemerintah, “stop marginalisasi peternak!”.
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kebijaksanaan KPPU dalam menginterpretasikan 
dan mengimplementasikan UU juga banyak 
diragukan oleh pengusaha, belum adanya kriteria 
mengenai pangsa pasar monopoli atau pun kartel 
di Indonesia, sehingga harus ada UU kepastian 
usaha yang berisikan persentase perusahaan yang 
dianggap monopoli atau kartel, selain itu pada 
diskusi, Misbakhun menyampikan bahwa rasa 
keadilan masyarakat diukur dari opini publik, 
sehingga apabila perusahaan ingin menuntut 
keadilan, samakan suara publik.

2. Review Kebijakan Peternakan 2016
Nawacita Jokowi-JK yang ketujuh adalah 
membangun kemandirian ekonomi dengan 
mengembangan aspek-aspek domestik, dan 
peternakan merupakan potensi domestik yang 
besar, apabila potensi peternakan tidak dapat 
dikembangkan maka agenda-agenda Pemerintah 
untuk membangun kemandirian ekonomi menjadi 
terbengkalai, pemikiran inilah yang melatar 
belakangi pentingnya BBA mengadakan Seminar 
Publik yang bertemakan “Review Kebijakan 
Peternakan 2016”.

Seminar kali ini menghadirkan Dr. H.E. Herman 
Khaeron, M.Si (Komisi IV DPR RI), drh. I. Ketut 
Diarmita, MP (Dirjen Peternakan), Dr. Enny Sri 
Hartati (Direktur INDEF), Dr. Rochadi Tawaf 
(Dosen Fakultas Peternakan UNPAD), Dr. Sasmito 
Hadi Wibowo (Deputi Bidang Ststistik Distribusi 
dan Jasa, BPS), Tri Wahyudi (Direktur Perum 
BULOG), Jafi Alzagladi (Asisten Deputi Bidang 
Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko), drh. 
Nanang Purus Subendro (Praktisi Peternak Sapi), 
Drs. H. Asnawi (Ketua APDI), Sugeng Wahyudi 
(Presidium DEPERNAS), Achmad Fachmi (Sekjend 
APPHI), Ade M. Zulkarnain (Sekjend DEPERNAS/
Ketua HIMPULI), Drs. Jody Kusbendro (Sekjend 

Dewan Daging), Krissantono (Ketua GPPU), dan 
Arif Rachman Wardhana (Ketua Budidaya HPDKI). 

Seminar Review Kebijakan Peternakan menjadi 
agenda penutup kegiatan BBA di tahun 2016. 
Seminar yang dilakukan bersifat komprehensif 
konstruktif, selama diskusi didapatkan inti 
permasalahan kebijakan sapi dan daging adalah 
kurangnya pasokan sapi. Upaya strategis dalam 
meningkatkan populasi sapi lokal adalah:
•	Fokus terhadap pembibitan.
•	Fokus kepada penyelamatan pemotongan sapi 

betina produktif.
•	Pengembangan sapi melalui pemanfaatan 

potensi kawasan hutan, dan optimalisasi ladang 
penggembalaan.

•	Penyediaan pakan murah.
•	Efisiensi rantai pasok.
•	Importasi meskipun tidak mampu menurunkan 

harga daging segar, tapi telah berkontribusi 
terhadap meningkatnya ketersediaan daging 
dan harga yang relatif stabil. Namun demikian 

dampak kedepannya perlu diperhatikan oleh 
Pemerintah.

Permasalahan industri ayam ras ditandai dengan 
adanya dominasi beberapa perusahaan besar 
yang mengakibatkan peran peternak UMKM 
semakin mengecil. Permentan No. 61 Tahun 2016 

diharapkan menjadi solusi terciptanya harmonisasi 
semua pelaku usaha. Industri peternakan ayam ras 
dimasa yang akan datang dibayangi oleh importasi 
karkas dari Brazil yang akan mengancam eksistensi 
peternak. 

Selain ayam ras, potensi ayam lokal pun belum 
dikembangkan secara optimal keterbatasan investasi 
yang boleh dilakukan menjadi penghambat dari 
perkembangan usaha ayam lokal. Langkah yang 
diperlukan untuk meningkatkan populasi ayam 
lokal, antara lain: 
•	Dukungan regulasi Pemerintah dalam 

meningkatkan produksi pureline ayam lokal 
dari 300 ekor per minggu menjadi 5000 ekor 
per minggu.

•	Perlunya revisi Peraturan Presiden No. 44 
tahun 2016 tentang daftar negatif investasi. 
Sehingga peternak UMKM dapat melakukan 
usaha pembibitan dan konservasi.

Apabila dicermati lebih lanjut kekisruhan dalam 
kebijakan peternakan bersumber dari ketidak-
akuratan data. Kebijakan peternakan memerlukan 
kejujuran dalam mengungkapkan data dan 
fakta. Karena apabila data salah, maka akan 
dipastikan diagnosanya pun salah. Keakuratan 
data berpengaruh terhadap keberhasilan suatu 
kebijakan. Sebetulnya menghitung tidaklah sulit, 
yang sulit adalah mempertahankan integritas yang 
dimiliki. 

Seperti yang disampaikan oleh Herman Khaeron, 
Pimpinan Komisi IV DPR RI bahwa tidak ada 
perjuangan kemerdekaan yang spontanistas dan 
sporadik, haruslah direncanakan, didiskusikan 
secara sistematis dan tentu tujuan yang dicapai 
adalah tujuan bersama. Begitu pun pembangunan 
sektor peternakan Indonesia haruslah disusun 
secara sistemastis, komprehensif, jujur dan 
mensejahterakan semua pihak.

Antusiasme partisipan dalam mengikuti diskusi.

I Ketut Diarmita menyampaikan pemaparannya. Rochadi Tawaf menyampaikan pemaparannya.

Para Narasumber bergabung dengan Partisipan dan Moderator berpose bareng di akhir acara.


